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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah tersirat mengharuskan tersedianya aparat pemerintahan yang handal dan profesional. Hal ini tentu saja akan berkaitan dengan pelaksanaan misi pemerintah itu sendiri untuk memajukan kehidupan masyarakat (melalui pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan). Kondisi ideal hanya dapat tercipta jika di dalam organisasi pemerintah berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif dan efisien serta inovatif. Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien serta inovatif mengharuskan organisasi pemerintah untuk memberikan keleluasaan kepada aparatnya untuk mengembangkan metode koordinasi dalam internal organisasi yang efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan organisasi. 
Organisasi merupakan alat atau wadah berkumpulnya orang dalam rangka melakukan kegiatan antara orang yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Dalam melaksanakan kegiatannya itu setiap orang akan   berusaha menunjukkan segala kemampuannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bagi tercapainya tujuan bersama. 

Semua anggota organisasi bekerja melaksanakan kegiatan di dalam organisasi yang dikendalikan oleh pimpinannya untuk mengkoordinasikan sejumlah besar tindakan-tindakan agar mampu menciptakan alat-alat sosial yang ampuh dan dapat diandalkan. Sebab itu di dalam organisasi setiap orang mampu menggabungkan sumber daya yang dimilikinya dengan didukung sumber-sumber daya lain di luar organisasi, yakni dengan terjalinnya hubungan antara pemimpin organisasi. kelompok  pekerja atau tenaga ahli mesin dan bahan mentah menjadi satu pada saat bersamaan. organisasi Secara terus menerus berfungsi dan berusaha menyesuaikan dirinya sesuai dengan tujuan yang diharapkan agar tercapai secara

Kebersamaan dalam organisasi menjadi kekuatan yang sinergis agar organisasi dapat melayani dan memenuhi berbagai kebutuhan suatu masyarakat maupun anggota organisasinya secara lebih efisien dan efektif. Pencapaian tujuan organisasi baik organisasi swasta maupun publik berusaha secara optimal mewujudkan sasaran dan target yang ingin tercapai, sehingga terwujud hasil kerja sesuai dengan harapan anggota organisasi secara keseluruhan. Pencapaian target dan sasaran organisasi ditentukan oleh kemampuan kerja dari seluruh komponen yang terlibat di dalam organisasi terutama sumber daya manusia yang menjadi fokus utama tercapainya target dan sasaran tersebut. untuk pencapaian target dan sasaran maksimal, pimpinan organisasi berusaha memaksimalkan seluruh daya dan kekuatan yang dimiliki melalui proses kemampuan kerja pada berbagai bidang dari seluruh struktur yang dimiliki.

Kemampuan Kerja dimaksudkan adalah sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian hasil kerja oleh pegawai agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan organisasi dan juga sebagai alat untuk memotivasi pegawai agar lebih giat bekerja dan dapat memberikan segenap kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Lebih jauh Kemampuan kerja menurut Siagian (1994:134) adalah “kemampuan fisik meliputi kemampuan menyelesaikan tugas-tugasnya yang bersifat teknis, mekanistik dan kemampuan intelektual berkaitan dengan kemampuan seseorang secara konseptual, merumuskan perusahaan, membuat program kerja, upaya pemecahan masalah”. Kemampuan kerja sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian hasil kerja oleh pegawai agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan organisasi dan juga sebagai alat untuk memotivasi pegawai agar lebih giat bekerja dan dapat memberikan segenap kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
Pelayanan terhadap masyarakat sangat menentukan kelangsungan peranan organisasi pada masa yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah organisasi pemerintah, hal ini berhubungan erat dengan kinerja seluruh pegawainya. Dengan kinerja yang optimal diharapkan pelayanan dengan kualitas yang tinggi dapat tercapai serta organisasi dapat berjalan lancar. Berdasarkan Peraturan Walikota Banjar No 14 tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar, Dinas Pertanian mempunyai tugas mengkoordinasikan kewenangan daerah kota di bidang pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan serta melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan walikota. 
Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada produktivitas kerja pegawai sebagai sumber daya yang strategis didalam organisasi. Artinya, sejauh mana kualitas maupun kuantitas kinerja pegwai dapat melaksanakan kinerjanya sehingga memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan harapan atau rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar, yang dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi, karena selama ini pegawai proyek tersebut belum menunjukan kemajuan dan peningkatan produktivitas kerja kepada arah yang lebih berarti.
Setiap pekerjaan yang diselesaikan memiliki nilai dan mutu sesuai dengan standar baku yang ditentukan oleh organisasi, sehingga dapat bermanfaat dan berguna penumbuhan organisasi untuk berkembang dan maju mencapai sasaran utama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan termasuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar. Produktivitas kerja yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran kerja dengan tepat sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan. Setiap pekerjaan yang diselesaikan memiliki nilai dan mutu sesuai dengan standar baku yang ditentukan oleh organisasi, sehingga dapat bermanfaat dan berguna penumbuhan organisasi untuk berkembang dan maju mencapai sasaran utama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan termasuk pada kemampuan kerja sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian hasil kerja oleh pegawai agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan organisasi dan juga sebagai alat untuk mendorong pegawai agar lebih giat bekerja dan dapat memberikan segenap kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
Alasan pemilihan lokus dalam penelitian ini adalah bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar sebagai institusi yang mempunyai peran sangat penting khususnya berkaitan dengan pelaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan. Disamping itu juga memfasilitasi bantuan permodalan dan sarana produksi kepada masyarakat serta peningkatan pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan. Alasan lainnya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar merupakan institusi publik yang mempunyai peran pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan, sehingga penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari saat ini.
Hasil penelitian awal yang yang dilakukan peneliti, terkait dengan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar ditemukan masalah yang berkaitan dengan produktivitas kerja rendah. Hal ini tampak dari adanya beberapa indikator masalah sebagai berikut :

1. Hasil yang dicapai dalam bekerja berdasarkan indikator standar kualitas kerja Rendah. Contohnya : pada Subbag Program dan Evaluasi dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, menyusun dan membuat laporan serta evaluasi kegiatan pembangunan pertanian kualitasnya sering tidak sesuai dengan standar yang dimiliki, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari kemampuannya kurang memadai. Masalah ini berkaitan dengan kurang adanya keahlian di bidangnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. Mutu Kerja pegawai dilihat dari indikator ketepatan waktu yang dicapai pegawai dalam bekerja belum efektif. Contohnya : pada Seksi Perkebunan dalam penyusunan program kegiatan seksi sering tidak tepat target seharusnya diselesaikan dalam waktu 1 bulan, ternyata dalam kenyataannya bisa selesai dalam jangka waktu 1,5 bulan. Hal ini berakibat kepada terlambatnya dalam mengevaluasi program dan berdampak kepada pelaksanaan program seksi bulan berikutnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan kurangnya kemampuan kerja terutama kurang bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan.
Indikator-indikator masalah tersebut di atas, diduga penyebabnya adalah belum dijalankannya kemampuan kerja oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar secara optimal. Berdasarkan gambaran masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam lingkup kemampuan kerja dan produktivitas kerja pegawai dengan merumuskan judul : “Pengaruh Kemampuan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar”.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah (Problem Statement), yaitu produktivitas kerja pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar rendah yang diduga disebabkan oleh belum dijalankannya Kemampuan Kerja secara optimal. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh kemampuan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar?
2. Berapa besar pengaruh kemampuan kerja diukur melalui aspek kecakapan kerja, keahlian kerja, kesehatan fisik, kondisi lingkungan kerja dan tanggungjawab terhadap produktivitas kerja pegawai Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar?
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis besarnya pengaruh kemampuan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

2. Mengembangkan konsep teori pengaruh kemampuan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

3. Menetapkan secara teoritis pengaruh kemampuan kerja dalam memecahkan masalah produktivitas kerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
1.3.2. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan kemampuan kerja dan produktivitas kerja pegawai.

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar yang berkaitan dengan kemampuan kerja dan produktivitas kerja pegawai.
BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek dan unsur dari fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini.

1. Hasil Penelitian Bustan (2005)
Basir Bustan (2005) melakukan tentang Pengaruh Kemampuan Kerja terhadap kinerja pegawaiPegawai Pada Deputi Administrasi Perencanaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Metode yang digunakannya dalah deskripsi analisis dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Pengaruh kemampuan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai pada Kantor Deputi Administrasi Perencanaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam belum sepenuhnya mempengaruhi kinerja pegawai Kantor Deputi Administrasi Perencanaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
Hal ini didasarkan pada besarnya pengaruh kemampuan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai pada Kantor Deputi Administrasi Perencanaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dari lima prinsip kemampuan kerja, dua prinsip belum dapat dijalankan dengan tepat mengingat keterbatasan kemampuan pimpinan Kantor Deputi Administrasi Perencanaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dalam memahami konsep teori yang perlu di kembangkan. Sementara tiga prinsip kemampuan kerja telah dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan teori yang digunakan, sehingga secara simultan pengaruhnya dapat dinyatakan signifikan.
Ada beberapa prinsip lain yang berpengaruh di luar prinsip-prinsip yang di analisis pada penelitian ini cukup signifikan, seperti prinsip memberi pertimbangan pada kepandaian bergaul dan prinsip memberi umpan balik pada perencanaan sumber daya manusia dalam rekrutmen pegawai. Prinsip-prinsip ini cukup berpengaruh dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dikemudian hari untuk melengkapi pengembangan konsep teori perencanaan sumber daya manusia secara lebih jelas.
2. Hasil Penelitian Thova (2007)
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Efektivitas Kerja Pegawai Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor-faktor belum dijalankannya kemampuan kerja oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat. Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori kemampuan kerja dengan aspek kecakapan kerja, keahlian kerja, kesehatan fisik, kondisi lingkungan kerja dan tanggungjawab. Sedangkan Efektivitas Kerja Pegawai dengan aspek ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas, dan ketepatan waktu. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif Analisis yaitu dengan mendeskripsikan masing-masing variabel serta menguji kedua variabel dengan pendekatan kuantitatif (statistik) yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan teori serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis uji kontribusi pengaruh, menunjukkan bahwa kemampuan kerja berpengaruh sangat kuat dan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai yaitu sebesar 83.3%. Artinya kemampuan kerja dapat menentukan tercapainya efektivitas kerja pegawai secara optimal di Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat. Kemampuan kerja yang terdiri dari aspek kecakapan kerja (27.1%), keahlian kerja (10.6%), kesehatan fisik (10.2%), kondisi lingkungan kerja (20.6%) dan tanggung jawab (14.8%) berpengaruh kuat dan signifikan terhadap efektivitas kerja yang terdiri dari aspek ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu. Aspek kecakapan kerja, yang terdiri dari indikator keikutsertaan pegawai dalam mengikuti diklat serta kesempatan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi merupakan aspek yang terbesar mempengaruhi efektivitas kerja. Sedangkan aspek tanggungjawab merupakan aspek yang paling kecil pengaruhnya terhadap efektivitas kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat. Di samping kemampuan kerja, efektivitas kerja juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini sebesar 16.7%. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa perlu adanya upaya kongkrit dan sistematis oleh pimpinan dalam hal ini Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program dalam melaksanakan kemampuan kerja pegawai yang diarahkan pada peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat agar tujuan organisasi berjalan secara optimal. 
Tabel 2.1

Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Peneliti
	No
	Nama
	Judul Penelitian Terdahulu
	Teori yang Digunakan Peneliti Terdahulu
	Teori yang Digunakan Peneliti
	Persamaan/

Perbedaan

	1
	Bustam
	Pengaruh Kemampuan Kerja terhadap kinerja pegawai pada Deputi Administrasi Perencanaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
	Kemampuan Kerja (Handoko, 2004) Kinerja Pegawai (Sedarmayanti, 2000)
	Kemapuan kerja (Handoko, 2004), Produktivitas kerja pegawai (Sutrisno, 2009)
	Kemampuan kerja teori sama, produktivitas kerja tidak ada dan lokus berbeda 

	2
	Thova
	Pengaruh kemampuan kerja terhadap efektivitas kerja pegawai Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat
	Kemampuan kerja (Handoko, 2004), Efektivitas kerja (Siagian,1999)
	Kemapuan kerja (Handoko, 2004), Produktivitas kerja pegawai (Sutrisno, 2009)
	Kemampuan kerja teori sama, Produktivitas kerja tidak ada dan lokus berbeda


Sumber : Diolah Peneliti, 2015.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas kepada peneliti terutama dalam tatanan teoritik dan empirik. Disamping itu dapat dijelaskan pula bahwa kelebihan penelitian peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti lebih mengedepankan pendekatan aspek kemampuan kerja dikaitkan kepada peningkatan produktivitas kerja pegawai dengan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu judul penelitian peneliti mencerminkan orginalitas dan tidak plagiat.
2.1.1. Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan Publik 
1. Administrasi Publik
Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Kasim (1994 : 8) menyatakan bahwa :

Perkembangan administrasi publik di suatu negara banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, di mana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah.

Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perurnusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. Oleh karena itu Kasim (1994 : 8) menyatakan :

Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik.

Pendapat di atas bahwa adminsitrasi publik berkaitan dengan kebijakan publik. Menurut Dimock dalam Suradinata (1993: 33) proses admnistrasi sebagai proses politik. merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa (the administration process is an integral part of political process of the nation). Hal ini bisa dipahami. karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi pada dasarnya administrasi publik itu berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks politik, administrasi publik sangat berperan perumusan kebijakan negara. Hal dikemukakan oleh Nigro dan Nigro dalam Suradinata (1993:33) yang menyebutkan bahwa :

For the later of the twentieth century, the public bureaucracy has been the locus of public policy formulation and the major determinant of where this county is going. (Administrasi publik mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik).

Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara (public policy implementation). Birokrasi pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan negara dan penentu utama ke mana negara itu akan dituju. Pendapat tersebut didukung oleh Gordon dalarn Henry (1988:21-22) yang menyatakan :

Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik. Selain itu, dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien atau dengari perkataan lain, pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional.

Berdasaskan pendapat di atas, sebaiknya birokrasi pemerintah melakukan tindakan efisien dalam penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras dan juga menempatkan orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Menurut Gordon dalam Henry (1988:6) menyatakan bahwa ciri dari : 

Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan.

Pendapatan tersebut secara implisit menganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Terminologi tentang kebijakan publik (public policy) itu sendiri menurut para ahli administrasi, seperti Wahab (1997:2) menggunakan istilah yang berbeda-beda, karena memang ada yang menggunakan terminologi public policy dengan istilah kebijakan publik dan ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik. Tetapi tampaknya para ahli lebih banyak yang menggunakan istilah Kebijakan publik. Istilah kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas sesuatu kebijakan. Adanya perbedaan pengertian tersebut sebenarnya  karena munculnya dua konteks istilah yang berbeda, baik dalam  konteks Indonesia maupun dalam konteks Inggris, sehingga mengembangkan pengertian dan makna yang berbeda dipahaminya.

Makna yang berbeda antara istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik, tetapi hakekat kedua istilah tersebut dengan hasil rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga- lembaga kenegaraan sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil dari berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Selanjutnya produk keputusan dimaksud dijadikan sebagai produk administrasi publik yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sebagai kebijakan negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Gordon dalam Kasim (1994:12) menyatakan pemahanan mengenai peran administrasi publik sebagai berikut :

Adminiatrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlihat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis and formulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy implementation) serta pengawasan dan penilaian hasil kebijakan tersebut (policy evaluation).

Administrasi publik pada dasarnya tercermin dari tindakan individu sesuai dengan peranan dan jabatan yang diimplementasikan melalui peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan peradilan negara yang berlaku pada suatu negara yang mengeluarkan peraturan dan perundangan tersebut.
Suradinata (1993:34) menyatakan bahwa :

Perkembangan lebih lanjut dari suatu administrasi publik sangat berkaitan erat dengan struktur birokrasi pemerintah (the government's bureaucracy structure), yaitu sebagai pengaturan organisasi dan konsep-konsep dalam ilmu politik. Bahkan sekarang, seiring dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan-perubahan peran birokrasi ke arah paradigma baru, memandang birokrasi sebagai organisasi pemerintahan yang tidak lagi semata-mata hanya melakukan tugas-tugas pemenuhan akan barang-barang publik (public goods) tetapi juga melakukan dorongan dan motivator bagi tumbuh kembangnya peran serta masyarakat.

Hakekatnya administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik. White dalam Handayaningrat (1995:2) menyatakan bahwa :

Public adminitration consists of all those operations having for their purpose the fullfilment and enforcement of public policy. (Administrasi publik terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara).

Pendapat tersebut memberikan pemaknaan bahwa administrasi publik tidak lain adalah untuk melaksanakan kebijakan negara. Menurut Atmosudirdjo (1982:9) memberikan definisi administrasi publik sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang, mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Sedangkan Kristiadi (1994:3) menyebutkan :

Tujuan kenegaraan sebagaimana dimaksud adalah upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan berbagai barang-barang publik (public goods) dan memberikan pelayanan publik (public service).

Pendapat di atas bahwa adminstrasi publik mempunyai fungsi pelayanan pada masyarakat. Siagian (1994:8) memberikan pengertian adminisirasi sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Berdasarkan uraian di atas. jelaslah bahwa pendekatan administrasi publik Indonesia berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintah. baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pengaruh perilaku aparatur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya organisasi birokrasi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat kinerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan.

Pendekatan administrasi publik sebagaimana diuraikan di atas sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal ini dinyatakan oleh Wahab (1997:41) yang menyebutkan bahwa :

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat Publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (public good).

Pernyataan tersebut tidak lain bahwa pembuat kebijakan publik mempunyai fungsi memberikan kebaikan dalam pelayanan umum. Selanjutnya Wahab (1997:48) yang mengutip dari Fisterbuch membagi kebijakan publik ke dalam lima unsur sebagai berikut :

1. Keamanan (security).
2. Hukum dan ketertiban umum (law and order).

3. Keadilan (justice).

4. Kebebasan (liberty).

5. Kesejahteraan (welfare).

Penyelenggaraan berbagai kegiatan di atas, pada dasarnya merupakan kegiatan administrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Adanya kesejajaran fungsi antara politik dan administrasi dalam praktek kenegaraan, menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi telah membantah pendapat yang mendikotomikan antara politik dan administrasi sebagaimana dinyatakan Goodnow dalam Islamy (1994: 3) bahwa : 

Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (two distinct functions of government), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan negara (has to do with policies or expressions of the state will), sedangkan fungsi administrasi adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (has to do with the execution of the policies).

Pendapat yang lain tidak sedikit yang menyatakan bahwa pada kenyataannya pakar administrasi menyetujui adanya dikotomi antara politik dan administrasi sebagaimana dikemukakan Goodnow. Karena pada dasarnya peranan birokrasi pemerintahan bukan saja melaksanakan kebijakan negara. tetapi juga berperan pula dalam merumuskan kebijakan. Peranan kembar yang dimainkan oleh birokrasi pemerintah tersebut. memberikan gambaran tentang pentingnya administrasi publik dalam proses politik.

Konteks di atas, secara praktis menyatakan bahwa tugas birokrasi pemerintah Indonesia merupakan sebagian saja dari fungsi administrasi publik. karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan proses politik dalam sistem Demokrasi Pancasila yang telah dianut selama kurun waktu setengah abad. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran administrasi publik sebagaimana dikemukakan Presthus dalam Kristiadi (1994:24) bahwa :

Public administration involves the implementation of Public policy which has been determined by representative political bodies. (Administrasi publik menyangkut implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik).

Pernyataan Presthus di atas mengindikasikan bahwa administrasi bukan sekedar melaksanakan kebijakan negara (public policy) melainkan juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan penentuan tujuan serta cara-cara pencapaian tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini, maka administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan badan-badan eksekutif melainkan pula seluruh lembaga-lembaga negara dan gabungan antar lembaga tersebut satu sama lainnya. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara (public policy) yang semula merupakan fungsi politik telah menjadi fungsi administrasi publik. Uraian di atas, menunjukkan bahwa administrasi publik yang dalam tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peranan yang lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi kebijakan (policy implementation), tetapi terlibat pula dalam tingkat perumusan kebijakan (policy formulation) dan evaluasi kebijakan (public policy evaluation).
Peranan administrasi publik dalam proses politik, menurut Islamy (1994:9) telah semakin dominan. yaitu terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan negara. Dengan kata lain, administrasi publik tidak hanya memainkan peranan instrumental (instrumental role) saja melainkan juga aktif dalam peranan politik. Dengan demikian Perumusan kebijakan negara merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi publik. Menurut White dalam Silalahi (1989:17) menyebutkan bahwa :

Public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfil or enforcement of public policy. (Administrasi publik terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kebijakan).

Uraian di atas dimaksudkan bahwa administrasi publik itu bertugas dalam rangka melaksanakan kebijakan publik. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Piftner dan Presthus dalam Silalahi (1989:18) yang menyebutkan bahwa :

Public administration may be defined as the coordination of individuals and group efforts to carry out public policy. (Administrasi publik kiranya dapat dirumuskan sebagai sarana koordinasi dari individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan negara).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa tampak hubungan antara kebijakan admnistrasi publik dan kebijakan negara yang pada unsurnya dapat dilihat dari fungsinya. Menurut Silalahi (1989:21) tingkat perumusan haluan negara meliputi :

1. Tingkat kelembagaannya, sedangkan perumusan adalah mencanangkan dan menetapkan lembaga yang berperan sebagai perumusan kebijakan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukan kebijakan yang harus diikuti oleh pemerintah;

b. Mempunyai wewenang untuk menyatakan kehendak publik dalam bentuk hukum;

c. Secara penuh memegang political authority.

2. Tingkat pelaksanaan haluan negara dalam pengertian administrasi negara mencakup tingkat pelaksanaan haluan negara dan sering disebut sebagai tingkat administrasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas sangatlah jelas bahwa terdapat hubungan antara kebijakan negara dengan administrasi publik dan keduanya berkaitan dengan politik karena memang setiap kehendak politik masuk dalam kebijakan negara yang digariskan Sedangkan di lain pihak. tingkat pelaksanaan kebijakan. yaitu birokrasi sebagai bagian dari administrasi publik juga aspirasinya masuk ke dalam penyusunan kebijakan negara. Saat ini, para ahli administrasi publik tidak hanya secara tradisional mengartikan “public administration", semata-mata hanya bersifat kelembagaan seperti halnya negara. Tetapi telah meluas dalam dimensi hubungan antara lembaga dalam arti negara dengan kepentingan publik (public interest). Dengan demikian dalam konsep demokrasi modern, menurut pemahaman Islamy (1994:10) dikatakan sebagai berikut :

Kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-​kebijakan negara. Oleh karena itulah, maka kebijakan negara harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas. tampak bahwa politik administrasi publik dan perumusan kebijakan negara masing-masing memiliki peran sendiri, tetapi satu sama lain sangat erat berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan.
2. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan. Untuk mencermati proses implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi kebijakan. Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip Wahab dalam Putra (2001:81) dirumuskan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan cara agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Pemahaman lebih lanjut tentang pelaksanaan kebijakan dirumuskan oleh Udodji dalam Putra (2001:79) sebagai berikut :

The execution of policies is important if not more important than policy-making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented. (Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan dengan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetisi dan bewawasan pemberdayaan. Hal ini dinyatakan oleh Wahab dalam Putra (2001:80) sebagai berikut :

Implementasi suatu kebijakan publik biasanya terjadi interaksi antara lingkungan yang satu dengan yang lainnya melalui komunikasi dan saling pengertian dari para pelaku (aktor) yang terlibat. Kegagalan komunikasi biasanya terjadi karena pesan yang disampaikan tidak jelas, sehingga membingungkan penerima pesan. Kesalahan interpretasi menyebabkan perbedaan persepsi bahkan mempengaruhi pengertian masyarakat yang karena kebijakan.
Terjadinya proses saling pengertian dalam implementasi kebijakan publik dapat mewujudkan suatu kebijakan ke arah uang lebih baik. Menurut Anderson dalam Putra (2001:113) adalah : “Tergantung bagaimana usaha pemerintah dalam membangkitkan kepercayaan masyarakat secara psikologis dalam proses sosialisasi kebijakan tersebut”. John dalam Putra (2001:164) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan publik bersifat saling mempengaruhi dengan kebijakan-kebijakan yang mendahuluinya”. Implementasi kebijakan publik menurut John dalam Putra (2001:164) merupakan kegiatan pengoprasian program yang mempunyai tiga pilar kegiatan, antara lain : 

1) Organisasi, yaitu penataan sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program tersebut dapat berjalan.

2) Interpretasi, yakni penafsiran program agar menjadi rencana yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan.

3) Penerapan, yaitu pelayanan sesuai dengan tujuan.
Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antar lembaga atau pihak yang terlibat. Menurut Edward III dalam Putra (2001:9) terdapat empat dimensi yang menentukan suksesnya implementasi kebijakan publik, yaitu : Communication (Komunikasi), Resources (Sumber daya), Dispotions or attitudes (Sikap) dan Buereaucratic structure (Struktur birokrasi). Keempat dimensi dalam penerapannya sangat simultan. saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.

Winarno (2002:101) menyatakan mengenai Implementasi kebijakan, sebagai berikut :

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (output).
Pendapat tersebut di atas adalah bahwa implementasi kebijakan mempunyai peran melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) membatasi implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mecapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan​-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Perlu ditekankan di sini bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu dimensi penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Lineberry dalam Putra (2001:81) menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :
1) Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; 
2) Penjabaran tujuan keberhasilan aturan pelaksana (Standar Operating Procedures/SOP); 
3) Koordinasi sebagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; 
4) Pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/ badan pelaksana; 
5) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. 

Implementasi kebijakan dimaksud untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan dan dilaksanakan serta apa  dampak yang ditimbulkannya. Di samping itu. implementasi kebijakan tidak hanya terkait pada persoalan birokrasi administratif saja melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan (di luar birokrasi) seperti Organisasi Kemasyarakatan, hal ini untuk menghindari pertentangan dalam pelaksanaan antar implementers (antara unit birokrasi dan non birokrasi) yang berpengaruh pada proses implementasi kebijakan.
2.1.2. Konsep Kemampuan Kerja
Setelah dibahas tinjauan pustaka tentang Administrasi Publik, selanjutnya akan dibahas tentang lingkup Kemampuan Kerja Pegawai yang dimulai dengan memahami pengertian-pengertian dari kemampuan kerja pegawai menurut para ahli di bawah ini. Instansi akan mengharapkan agar pegawai dapat bekerja dan antusias untuk mecapai hasil yang optimal dan berkualitas. Kualitas pekerjaan akan banyaka dipengaruhi oleh faktor kecakapan. keterampilan. dan kemampuan para pegawainya. Menurut Siagian (1994:134) menyebutkan bahwa :
Kemampuan dapat digolongkan pada dua jenis, yaitu kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan  fisik meliputi kemampuan menyelesaikan tugas-tugasnya yang bersifat teknis, mekanistik, dan sebagainya. Sedangkan  kemampuan intelektual berkaitan dengan kemempuan seseorang secara konseptual, merumuskan perusahaan, membuat program kerja, upaya pemecahan masalah.
Seorang pemimpin perusahaan atau instansi perlu memperhatikan akan kemampuan perkerjaannya. agar dalam menempatan bisa disesuaikan dengan kemampuan pekerja tersebut sehingga hasil kerja yang dihasilkan akan maksimal. Kemampuan menurut Kenna dan Beech dalam Hasibuan (2001:123) menyebutkan bahwa "Pelaksanaan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tingkat keahliannya untuk memenuhi standar yang diinginkan". Selanjutnya Kenna dan Beech dalam Hasibuan (200l:121) menyatakan bahwa "Kemampuan adalah seseorang yang mampu atau sanggup menjalankan tugas-tugas yang dibebankan dalam pekerjaan dan sukses". Lebih jauh Hasibuan (2001:164) mengemukakan mengenai kemampuan sebagai berikut : “Kemampuan adalah potensi orang untuk melaksanakan pekerjaan. Kemampuan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan pekerjaannya”. Pada umumnya bidang kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen menurut Hersey dan Blanchard dalam Harits (2004:19) sebagai berikut :

1. Kemampuan teknis (technical skill) yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang perlukan untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan training.

2. Kemampuan sosial (social skill) yaitu kemampuan dalam bekerja dengan dan melalui orang lain, yang mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif. Dengan kata lain kemampuan bergaul dengan orang lain.

3. Kemampuan kosenptual (conceptual skill) yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasi organisasi secara menyeluruh kemampuan ini memungkinkan seseorang bertindak selaras dengan tujuan organisasi secara menyeluruh daripada hanya atas dasar tujuan dan kebutuhan kelompoknya sendiri.

Ilustrasi tentang kemampuan yang dibutuhkan terhadap seseorang sesuai dengan tingkat jabatannva dapat dilihat pada gambar di hawah ini.
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Gambar 2.1

Ilustrasi Level Kemampuan Manajemen pada Organisasi

Soerjadi (1993:74) mengemukakan pengertian Kemampuan Kerja sebagai berikut : “Kemampuan kerja adalah kemampuan dari seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya”. Moenir (1992:76) mengemukakan batasan Kemampuan Kerja sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan kemampuan dalam hubungan pekerjaan adalah sesuatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan yang optimal.
Berdasarkan pada definisi tersebut maka dapat dirumuskan bahwa kemampuan kerja adalah kesanggupan seseorang dengan penuh kesunguhan dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan bidang kerja dan tanggungjawabnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang efisien dan efektif. Merujuk pada penjelasan di atas diketahui bahwa dalam usaha mengevaluasi kemampuan kerja pegawai dibutuhkan suatu parameter yang nantinya akan berguna bagi pimpinan untuk mengetahui tingkat kemampuan kerja pegawai. Disamping itu parameter ini juga berfungsi sebagai target atau sasaran yang, berguna bagi pegawai dalam mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka.

Menurut Handoko (1994:48) mengemukakan bahwa untuk mengukur Kemampuan Kerja Pegawai digunakan alat ukur aspek-aspek sebagai berikut :

1. Kecakapan Kerja.

2. Kesehatan Fisik dan Mental. 

3. Keahlian Kerja.

4. Rasa Tanggungjawab. 

5. Lingkungan Kerja.

Pengukuran kemampuan kerja di atas lebih komprehensif dan tersusun sebagai alat ukur dalam melihat kemampuan kerja. Lebih jelasnya Handoko (1994:49) menguraikan ke lima aspek Kemampuan Kerja yang merupakan parameter sebagai berikut :

1. Kecakapan Kerja. Pelaksanaan pekerjaan yang baik adalah apabila ditunjang oleh manajemen kepegawaian yang berdasarkan pada kecakapan pegawai dalam mengimplementasikan tugasnya. Kecakapan pegawai dalam menyerap dan mengklasifikasi perkembangan teknologi dan komputerisasi akan mengantarkan organisasi pada titik kemajuan. Dengan demikian akan menuntut manajemen untuk terus berusaha meningkatkan kemampaun kerja demi terciptanya pegawai yang bermutu dan memiliki kesiapan  serta kesungguhan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.  Salah satu  metode yang sangat efektif untuk meningkatkan Kemampuan Kerja Pegawai adalah dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan, baik bagi pegawai lama maupun pegawai baru.

2. Kesehatan Fisik dan Mental. Kesehatan fisik dan mental perlu mendapat perhatian dan pertimbangan dalam mendistribusikan formasi kepegawaian, sebab hal itu berimplikasi pada tingkat kualifikasi pelaksanaan pekerjaan pegawai. Pegawai yang memiliki kondisi fisik dan mental rendah atau lemah, sebaiknya ditempatkan pada bagian yang tidak begitu memerlukan konsentrasi tenaga pegawai yang kuat, misalnya pada bagian operasional mesin-mesin yang membutuhkan penanganan dengan tenaga pegawai yang kuat jangan dibebankan pada pegawai yang memiliki kondisi fisik dan mental yang lemah.

3. Keahlian Kerja. Pegawai dalam suatu organisasi pada prinsipnya memiliki tingkat heterogenitas yang berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan hahwa dalam suatu organisasi terdapat pegawai yang memiliki kualifikasi keahlian yang diperlukan bagi pengembangan organisasi, di sisi lain masih ada pula pegawai yang mempunyai keahlian pada tingkat limit atau di bawah standar yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Peningkatan keahlian kerja dapat dilakukan baik oleh organisasi yang bersangkutan maupun oleh kreativitas pegawai dalam memotivasi diri untuk mengembangkan kemampuan dalam bekerja. Hal ini biasanya, di samping sebagai upaya mengoptimalkan kemampuan kerja pegawai secara efektif dan efisien juga dapat diprioritaskan sebagai harapan bagi peningkatan kompensasi pegawai yang lebih tinggi serta seimbang dengan pengorbanan yang diberikan guna menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

4. Rasa Tanggungjawab. Tanggungjawab merupakan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tanggungjawab ini dapat dijadikan parameter dedikasi dan loyalitas pegawai. dalam memperhitungkan seberapa jauh pelaksanaan pekerjaan yang akan dan sudah dilaksanakan. Tanggungjawab bagi pegawai berbeda satu sama lain, tergantung pada tugas dan beban yang menjadi wewenangnya dalam tingkatan satuan organisasi yang dimilikinya.

5. Lingkungan Kerja. Lingkungan kerja memiliki korelasi yang kuat dalam menentukan kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Dengan iklim dan kondisi lingkungan kerja yang teratur, rapi dan harmonis sudah tentu akan menyenangkan pegawai dalam berkreativitas. Hal ini ditujukan agar terhindarnya kondisi pegawai yang mengalami kebosanaan dan kejenuhan Disamping itu lingkungan sekitarnya pun perlu mendapatkan perhatian, terutarna jika pegawai dalam suatu ruang kerja memerlukan ketenangan dalam berfikir, maka lingkungan sekitarnya diusahakan tidak mengganggu konsentrasi, tidak menimbulkan suara gaduh dan jauh dari limbah kotor sertia polusi.
2.1.3. Konsep Produktivitas Kerja Pegawai 
Pengertian Produktivitas Kerja menurut Swastha dan Sukotjo (1995:281) “produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut”. Sedangkan Syarif (1991:1) memberi pendapat bahwa “Produktivitas mencakup dua konsep dasar yaitu daya guna dan hasil guna”. Daya guna menggambarkan tingkat sumber-sumber manusia, dana, dan alam yang diperlukan untuk mengusahakan hasil tertentu, sedangkan hasil guna menggambarkan akibat dan kualitas dari hasil yang diusahakan.
Menurut Sabourin dalam Syarif (1991:1) adalah “Rumusan tradisional dari produktivitas total tidak lain adalah ratio dari apa yang dihasilkan terhadap saluran apa yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut”. Menurut Mukiyat (1998:481) bahwa produktivitas kerja biasanya dinyatakan dengan suatu imbangan dari hasil kerja rata-rata dalam hubungannya dengan jam kerja rata-rata dari yang diberikan dengan proses tersebut. Sedangkan konsep produktivitas menurut Ravianto (1986:18) adalah  :

1. Produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk semakin banyak orang dengan menggunakan sedikit sumber daya.

2. Produktivitas berdasarkan atas pendekatan multidisiplinyang secara efektif merumuskan tujuan rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-cara produktif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien namun tetap menjaga kualitas.

3. Produktivitas terpadu menggunakan keterampilan modal, teknologi manajemen, informasi, energi, dan sumber daya lainnya untuk mutu kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara menyeluruh.

4. Produktivitas berbeda di masing-masing negara denga kondisi, potensi, dan kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka panjang dan pendek, namun masing-masing negara mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan dan komunikasi.

5. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan teknik manajemen akan tetapi juga mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat untuk terus menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang baik.

Konsep produktivitas kerja di atas merupakan perbandingan antara input dengan output atau suatu imbangan dari hasil kerja rata-rata dalam hubungannya dengan jam kerja rata-rata dari yang diberikan dengan proses. Menurut Komarudin (1992:121) “produktivitas pada hakekatnya meliputi sikap yang senantiasa mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik dari metode kerja kemarin dan hasil yang dapat diraih esok harus lebih banyak atau lebih bermutu daripada hasil yang diraih hari ini”. Sedangkan menurut Sumardi (1979:3) bahwa “produktivitas adalah kesadaran untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak daripada yang telah atau sedang berada dalam usahanya”. Pokoknya menambah kegiatan guna menghasilkan lebih dari apa yang telah dicapai". Kusriyanto (1993:34) juga memberikan pendapatnya bahwa produktivitas merupakan nisbah atau ratio antara hasil kegiatan (output) dan segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil tersebut (input).
Menurut Siagian (1985:15) “produktivitas kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, kalau mungkin yang maksimal”. Nawawi (1992:97) menjelaskan secara konkrit konsep produktivitas kerja sebagai berikut :

1. Produktivitas kerja merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah kerja yang dikeluarkan. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil ynag diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya.

2. Produktivitas yang diukur dari daya guna (efisiensi penggunaan personal sebagai tenaga kerja). Produktivitas ini digambarkan dari ketepatan penggunaan metode atau cara kerja dan alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Hasil yang diperoleh bersifat non material yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga produktivitas hanya digambarkan melalui efisiensi personal dalam pelaksanaan tugas-tugas pokoknya.

Peningkatan produktivitas merupakan dambaan setiap perusahaan, produktivitas mengandung pengertian berkenaan denagan konsep ekonomis, filosofis, produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya.
Sebagai konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang memberi dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri. Sedangkan konsep sistem, memberikan pedoman pemikiran bahwa pencapaian suatu tujuan harus ada kerja sama atau keterpaduan dari unsur-unsur yang relevan sebagai sistem. Simanjuntak (1987:34-35) mengatakan bahwa “produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari kemarin harus lebih baik dari hari ini. Cara kerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hasil kerja yang dicapai esok hari harus lebih baik dari yang diperoleh hari ini”. 
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa di dalam meningkatkan produktivitas kerja memerlukan sikap mental yang baik dari pegawai, disamping itu peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat melalui cara kerja yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan hasil kerja yang diperoleh. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam produktivitas kerja terdapat unsur pokok yang merupakan kriteria untuk menilainya. Ketiga unsur tersebut adalah unsur-unsur semangat kerja, cara kerja, dan hasil kerja.
Unsur semangat kerja dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas dan mendorong dirinya untuk bekerja secara lebih baik dan lebih produktif. Sehingga apabila kondisi yang demikian dapat dijaga dan dikembangkan terus menerus, tidak mustahil upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja akan dapat tercapai. Untuk menilai semangat kerja karyawan dapat dilihat dari tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas pekerjaanya. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Lateiner dan Lavine (1983:57) bahwa “faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap semangat kerja yaitu kesadaran akan tanggung jawab terhadap pekerjaanya”.

Unsur kedua dari produktivitas kerja adalah cara kerja atau metode kerja. Cara atau metode kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien. Ukuran ketiga dari produktivitas kerja adalah hasil kerja. Hasil kerja merupakan hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai. Hasil kerja yang diperoleh oleh pegawai merupakan prestasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hasil kerja ini dapat dilihat dari jumlah atau frekuensi di atas standar yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa karyawan tersebut produktif di dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa produktivitas kerja pegawai dapat diukur dengan adanya semangat kerja dari pegawai dalam menyelesaikan setiap tugas yang dibebankannya, dengan selalu berdasarkan pada cara kerja atau metode kerja yang telah ditetapkan sehingga akan diperoleh hasil kerja yang memuaskan. Dari pendapat di atas, dapat menyimpulkan bahwa produktivitas kerja adalah suatu kemampuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu produk atau hasil kerja sesuai dengan mutu yang ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat dari seorang tenaga kerja. 
2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Setelah dibahas tentang lingkup seleksi pegawai, selanjutnya akan dibahas tentang lingkup kemampuan kerja pegawai yang dimulai dengan memahami tentang konsep kemampuan kerja pegawai menurut para ahli di bawah ini. Moenir (1992:276) mengemukakan mengenai hubungan kemampuan kerja pegawai dengan pekerjaan adalah :

Kemampuan dalam hubungannya dengan pekerjaan adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

Pendapat tersebut di atas bahwa kemampuan kerja lebih diarahkan kepada hasil kerja pegawai. Kemudian beberapa aspek penting untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai dikemukakan oleh Handoko (2004:48) menyatakan berikut : 
a. Kecakapan Kerja. 

b. Keahlian Kerja. 

c. Kesehatan Fisik.

d. Kondisi Lingkungan Kerja. 

e. Tanggungjawab.

Aspek-aspek kemampuan kerja, tampak di sini kaitan antara produktivitas kerja para pegawai yang bekerja pada setiap organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan segala segi sebagai suatu proses yang perlu ditempuh secara terus menerus. Dengan demikian, kemampuan kerja terkait dengan produktivitas kerja dari setiap orang untuk pencapaian hasil keseluruhan yang dicapai organisasi. Pribadi yang produktif akan lebih kreatif dalam berhubungan dengan dunia sekitarnya dengan cara menciptakan suatu hasil karya melalui kemampuan dan menggunakan pikiran serta perasaannya. Adapun peningkatan produktivitas itu sendiri menurut Ravianto (1996:21) dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama.

2. Jumlah produksi yang sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang.

3. Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengam pertambahan sumber daya yang relatif kecil.

Pendapat tersebut menurut peneliti bahwa tiga bentuk produktivitas kerja memberikan manfaat bagi peningkatan pencapaian baik terhadap individu maupun organisasi. Sedangkan menuurut Sedarmayanti (2001:60) produktivitas kerja dapat dilihat dari :

1. Meningkatnya pendapatan (income) dan jaminan sosialnya.

2. Meningkatnya hasrat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi individu.

3. Meningkatkan motivasi kerja dan keinginan berprestasi.
Meningkatnya produktivitas kerja pegawai dapat memberikan dorongan bagi individu pegawai dan dapat memberikan prestasi kerja bagi individu.  Simamora (2004:17) menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat produktivitas kerja pegawai ada 3 dimensi yaitu :
1. Kuantitas Kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar ada atau ditetapkan oleh perusahaan.
2. Kualitas Kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh pegawai, dalam hal ini merupakan suatu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh organisasi.
3. Ketepatan Waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan,  dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketetpatan waktu diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang disediakan diawal waktu sampai menjadi output.
Dimensi-dimensi tersebut di atas dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai di dalam suatu organisasi. Lebih jauh hubungan antara kemampuan kerja dengan produktivitas kerja pegawai dikemukakan oleh Sedarmayanti (2001:115), adalah bahwa ”kemampuan kerja pegawai dapat meningkatkan dorongan seorang individu pegawai ke arah tingkat pencapaian produktivitas kerja yang diharapkan organisasi”.Berdasarkan pendapat di atas, tampak bahwa Kemampuan Kerja ditujukan untuk mengetahui atau memahami produktivitas kerja pegawai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi. Teori-teori tersebut di atas peneliti gunakan dengan alasan karena alat ukurnya sesuai dengan karakteristik masalah yang terjadi di lapangan. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan keduanya maka dapat dilihat dalam paradigma pemikiran yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Paradigma Pemikiran tentang
Kemampuan Kerja dan Produktivitas Kerja Pegawai
2.3. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis utama dan sub hipotesis sebagai berikut:

1. Kemampuan kerja besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja pegawai Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.

2. Kemampuan kerja melalui aspek kecakapan kerja, keahlian kerja, kesehatan fisik, kondisi lingkungan kerja dan tanggungjawab besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar.
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ANGKET PENELITIAN
Beri tanda (() atau (X) pada kolom pernyataan yang dianggap oleh lbu/Bapak/Saudara tepat.

Keterangan :

SS
: Sangat Setuju.

S
:
Setuju.

N
: Netral.

TS
: Tidak Setuju. 
STS
: Sangat Tidak Setuju.

	No
	Pernyataan
	Alternatif Jawaban

	
	
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	
	Kemampuan Kerja
	
	
	
	
	

	1.
	Diklat diberikan kepada semua pegawai dalam upaya meningkatkan kemampuan kerja.
	
	
	
	
	

	2.
	Semua pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.
	
	
	
	
	

	3.
	Tidak semua pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal.
	
	
	
	
	

	4.
	Penempatan pegawai disesuaikan dengan keahlian yang dimilikinya.
	
	
	
	
	

	5.
	Semua pegawai mampu bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. 
	
	
	
	
	

	6.
	Tidak semua pegawai mampu bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. 
	
	
	
	
	

	7.
	Semua pegawai yang aktif tidak mempunyai penyakit yang kronis
	
	
	
	
	

	8.
	Semua pegawai bekerja dengan kondisi yang prima.
	
	
	
	
	

	9.
	Semua pegawai bekerja dengan kondisi yang tidak prima.
	
	
	
	
	

	10.
	Situasi yang kondusif menjadikan pegawai bekerja lebih nyaman dan produktif. 
	
	
	
	
	

	11.
	Lingkungan kerja yang bersih didambakan oleh setiap pegawai.
	
	
	
	
	

	12.
	Lingkungan kerja yang bersih tidak didambakan oleh setiap pegawai.
	
	
	
	
	

	13.
	Semua pegawai bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan.
	
	
	
	
	

	14.
	Semua pegawai berani menanggung resiko terhadap apa yang diakibatkan oleh kelalaian dalam bekerja.
	
	
	
	
	

	15.
	Semua pegawai tidak berani menanggung resiko terhadap apa yang diakibatkan oleh kelalaian dalam bekerja.
	
	
	
	
	

	
	Produktivitas Kerja Pegawai
	
	
	
	
	

	16.
	Sebagai pegawai saya dalam melaksanakan pekerjaan senantiasa bekerja dengan standar kerja yang diberikan pimpinan.
	
	
	
	
	

	17.
	Penggunaan alat-alat canggih atas perintah pimpinan telah dilaksanakan saya sebagai pegawai dengan tepat guna
	
	
	
	
	

	18.
	Penilaian pekerjaan yang dilakukan saya saya sebagai pegawai belum sesuai dengan jadual yang ditentukan berdasarkan perintah yang diberikan pimpinan
	
	
	
	
	

	19.
	Sebagai pegawai saya pada umumnya bekerja tidak jauh dari tempat pekerjaan sehingga hasil pekerjaannya optimal 
	
	
	
	
	

	20.
	Volume pekerjaan yang dihasilkan saya sebagai pegawai memenuhi harapan organisasi sesuai perintah pimpinan
	
	
	
	
	

	21.
	Saya sebagai pegawai tidak memenuhi kebutuhan kerja organisasi yang sesuai perintah pimpinan
	
	
	
	
	

	22.
	Sebagai pegawai saya bekerja sesuai dengan prosedur yang ada atas perintah pimpinan
	
	
	
	
	

	23.
	Sebagai pegawai saya bekerja belum sesuai dengan target kerja yang telah ditentukan pimpinan
	
	
	
	
	

	24.
	Sebagai pegawai saya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan pimpinan dan tujuan organisasi
	
	
	
	
	


PEDOMAN WAWANCARA
1. Bagaimana Bapak dapat menilai kecakapan kerja pegawai?

2. Apakah Bapak menilai keahlian kerja dari keahlian dan Keterampilannya? 

3. Mengapa Bapak menilai kesehatan fisik sebagai syarat penting? 
4. Apakah Bapak  melihat kondisi lingkungan sebagai sesuatu hal yang penting?

5. Bagaimana Bapak dapat menilai pegawai yang bertanggungjawab?

6. Sejauhmana Bapak melihat hasil kerja bawahan bapak telah menjalankan tugas tepat kualitas? 
7. Apakah Bapak menilai produktivitas kerja telah sesuai dengan mutu standar yang telah ditentukan?

8. Bagaimanan Bapak mengukur hasil kerja pegawai berdasarkan ketepatan waktu yang tersedia?

9. Hambatan-hambatan apa yang ditemui bapak dalam mengembangkan kemampuan kerja pegawai terhadap produktivitas kerja?
(Sedarmayanti, 2001)





Produktivitas Kerja Pegawai 


(Simamora, 2004)


Kuantitas Kerja


Kualitas  Kerja


Ketepatan Waktu





Kemampuan Kerja Pegawai 


(Handoko, 2004)


Kecakapan Kerja


Keahlian Kerja


Kesehatan Fisik


Kondisi Lingkungan Kerja


Tanggung Jawab
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